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ABSTRAK

Dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer yang merupakan hasil dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya penggabungan
antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi ini melahirkan sebuah
sarana baru yang dikenal sebagai internet. Kemajuan teknologi, khususnya yang terkait dengan
perkembangan digital, membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan,
termasuk fenomena prostitusi melalui media elektronik atau yang disebut sebagai prostitusi
online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam
pemberian sanksi terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online yang melibatkan pekerja
seks komersial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu
pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak pidana
mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan kepada
mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera.
Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti
lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus, sehingga diperlukan peran aktif
aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak tegas pelaku serta melindungi korban
anak. Adapun upaya penanggulangan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur
meliputi langkah-langkah untuk menghapus kemiskinan sebagai akar permasalahan. Faktor
ekonomi yang sulit seringkali memaksa individu untuk menjual diri akibat kurangnya akses
terhadap pendidikan yang layak. Selain itu, hukuman yang tegas terhadap mucikari yang
memfasilitasi prostitusi online juga diperlukan. Selanjutnya, edukasi kepada remaja dan anak
di bawah umur tentang bahaya perilaku seks bebas, termasuk risiko penularan penyakit
menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lainnya, menjadi langkah penting untuk
mengatasi permasalahan ini.
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PENDAHULUAN
Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat, didukung oleh

kemajuan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini telah membawa perubahan
signifikan dalam kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti cara bersosialisasi, gaya hidup,
dan cara berpakaian. Perubahan tersebut memberikan dampak yang beragam, baik positif
maupun negatif, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di
tengah masyarakat.

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer sebagai hasil dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya konvergensi. ini
melahirkan sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai internet. Internet menghadirkan sesuatu
yang revolusioner bagi kehidupan manusia, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai
aktivitas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di dunia nyata, seperti transaksi bisnis dan
kegiatan lainnya.

Globalisasi informasi sudah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengguna utama
teknologi informasi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
(Kemenkominfo RI), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta jiwa.t
Sebagai bagian dari masyarakat informasi global, Indonesia perlu menetapkan regulasi yang
mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah mempermudah

proses komunikasi, sehingga jarak geografis bukan lagi menjadi hambatan. Selain itu,

1 Tim Penulis, Kompas, Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang,
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di- indonesia-
mencapai-14326-juta-orang. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 02:15 WIB
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perkembangan ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya mobilitas orang dan barang
secara signifikan.?

Perkembangan teknologi, terutama di lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan
manusia, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara hidup masyarakat. Aktivitas
yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini menjadi lebih mudah berkat kemajuan
teknologi, yang akhirnya mempengaruhi pola kehidupan sosial. Meskipun perkembangan ini
wajar terjadi, dampaknya dapat terlihat pada memudarnya nilai-nilai kehidupan secara
perlahan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam tatanan masyarakat, terdapat norma
dan aturan yang harus dijunjung tinggi. Pada dasarnya, manusia menginginkan kehidupan yang
damai, tenteram, dan teratur, serta berusaha mengatasi berbagai masalah yang menghambat
tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah penyakit sosial. Penyakit sosial ini tentu
ditolak oleh masyarakat, meskipun ada pihak-pihak yang berupaya mempertahankannya. Salah
satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia adalah prostitusi.

Prostitusi merupakan isu yang rumit karena melibatkan banyak aspek dan membutuhkan
perhatian serius dari masyarakat. Bisnis yang identik dengan dunia hitam ini dikenal sebagai
salah satu cara cepat untuk menghasilkan uang. Dengan modal yang relatif kecil, bisnis ini
memanfaatkan tubuh manusia sebagai komoditas yang diperjualbelikan secara profesional.
Oleh karena itu, bisnis prostitusi cenderung bertahan dalam berbagai situasi dan sulit untuk
diberantas. Dampak dari prostitusi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat, baik pelaku
maupun pengguna jasa, tetapi juga merembet ke masyarakat luas. Prostitusi dapat
membahayakan keutuhan rumah tangga, memicu tindak pidana, dan menimbulkan berbagai

masalah sosial lainnya.

2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama, Bandung, 2005,
him 7
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Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, kejahatan berbasis online pun ikut
berkembang. Internet, meskipun memiliki sisi positif seperti email, media sosial, e-learning, e-
banking, dan e-government, juga membawa dampak negatif, seperti munculnya cybercrime.
Dalam ranah kesusilaan, kejahatan ini mencakup cyberporn, cyberprostitution, seks online, dan
cybersex. Permasalahan hukum yang timbul dari berbagai bentuk kejahatan ini menjadi
tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kejahatan tidak hanya seumur dengan sejarah
kehidupan manusia, tetapi juga muncul sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial masyarakat
itu sendiri.?

Salah satu kejahatan dalam kategori cybercrime yang terungkap di Indonesia adalah
prostitusi online. Biasanya, masyarakat mengenal prostitusi sebagai aktivitas yang dilakukan
di lokasi-lokasi tertentu, seperti pinggir jalan, sekitar rel kereta api, kawasan lokalisasi, atau
tempat lainnya, di mana pelaku menawarkan jasanya secara langsung sambil menunggu
pelanggan datang. Namun, dengan kemajuan teknologi, sebagian orang memanfaatkan
perkembangan ini untuk menjalankan praktik prostitusi secara online.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi telah membawa
perubahan dalam cara bertransaksi. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan pertemuan
langsung antara pelaku prostitusi dan pelanggan kini dapat dilakukan melalui media internet.
Penggunaan media ini dinilai lebih aman dibandingkan menjajakan diri di lokasi terbuka
seperti pinggir jalan atau tempat lokalisasi. Melalui internet, transaksi bisa dilakukan dengan
lebih leluasa tanpa harus ada pertemuan tatap muka antara pelaku prostitusi dan pengguna jasa.

Berbagai alasan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
memanfaatkan internet sebagai sarana promosi prostitusi, di antaranya alasan keamanan dan

efisiensi. Media online dianggap lebih strategis dan minim risiko dibandingkan metode

3 lbid., him 7.
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konvensional. Hal ini memungkinkan pelaku dan pengguna jasa untuk bertransaksi dengan
lebih mudah dan privat tanpa perlu interaksi fisik secara langsung.

Meskipun peraturan di Indonesia sudah seharusnya mampu memberantas praktik prostitusi
online, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala, termasuk keterbatasan pemerintah
dalam menutup situs-situs yang mengandung konten prostitusi. Teknologi ibarat pisau bermata
dua: di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk tujuan positif, namun di sisi lain, jika dipakai oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab, teknologi dapat menimbulkan dampak negatif dan
kerugian bagi masyarakat luas.

Di tengah berbagai upaya dan reaksi terhadap prostitusi, fenomena ini ternyata tidak
menunjukkan penurunan, justru cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas. Prostitusi
bukan hanya melibatkan perempuan dewasa, akan tetapi juga merambah pada perempuan di
bawah umur atau yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.*

Prostitusi yang melibatkan anak-anak pasti menjadi perhatian serius bagi masyarakat,
karena menimbulkan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka berisiko menjadi korban. Oleh
karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan
pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan baik dan serius. Anak yang sudah
menjadi korban prostitusi akan mengalami gangguan pada pemikiran, mental, dan kondisi
psikologisnya, sehingga mereka kesulitan untuk menyerap pendidikan dan tidak dapat
berinteraksi bebas serta bermain dengan teman sebaya seperti anak-anak pada umumnya.®

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menyusun penelitian yang

berjudul "ANALISIS HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MUCIKARI

4 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Refika
Aditama, Bandung, 2001, him 7-8.

5> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditima, Medan, 2014,
him 68.
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DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE DENGAN PEKERJA SEKS

KOMERSIAL ANAK".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis
permasalahan hukum yang berkaitan dengan kaidah, norma, dan substansi hukum. Penelitian
ini muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan realitas, yang menyebabkan suatu

peraturan tidak dapat secara optimal mencapai tujuan yang diinginkan. ® Penelitian normatif

berhubungan dengan aturan, prinsip, dan substansi hukum.’
Penelitian ini memakai pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, teori
hukum, pandangan para ahli, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek yang

dikaj.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Perkara Prostitusi Online Anak Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Mucikari
Menurut Moeljatno, straffbaar feit (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang
oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut diikuti dengan sanksi pidana tertentu
bagi siapa saja yang melanggarnya.” Dengan kata lain, suatu peristiwa yang memuat unsur
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menyebabkan terjadinya peristiwa
tersebut dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman), asalkan orang yang melakukannya dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya.®

¢ Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo
Persada, 2018, hal. 137.
7 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.
& Mokhammad Najihdan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia. Setara Press, Malang, 2007, him 161.
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Perkembangan telematika (internet) yang pesat ternyata seiring dengan munculnya
berbagai modus tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang berkaitan erat dengan
penggunaan teknologi berbasis komputer serta jaringan telekomunikasi yang saat ini marak
adalah prostitusi online.

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi di mana seseorang dijadikan objek
perdagangan melalui media elektronik atau internet, dan merupakan bagian dari tindak
pidana siber, yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime. Dalam konteks ini, prostitusi
juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Secara etimologis, istilah prostitusi berasal dari
kata prostitution yang berarti meletakkan atau menawarkan. Kartini Kartono, dalam
bukunya Patologi Sosial, menjelaskan prostitusi sebagai suatu bentuk penyimpangan
seksual yang melibatkan pola dorongan seksual yang tidak normal dan dilakukan dengan
banyak orang (promiskuitas), serta disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks yang
bersifat impersonal tanpa adanya afeksi.°

Faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online di bawah umur terdiri dari
faktor dalam diri korban dan faktor dari lingkungan. Faktor dalam diri korban meliputi
faktor pendidikan yang rendah, faktor kurangnya keimanan, faktor mental dan kejiwaan,
dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor dari lingkungan meliputi faktor kurangnya
pengawasan dari orang tua, faktor gaya hidup, faktor lingkungan pergaulan bebas, dan
faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Sedangkan dampak prostitusi online
dengan PSK anak diantaranya dari dalam diri korban prostitusi online seperti rasa ketakutan,
rasa malu, dan trauma untuk bertemu dengan orang lain, dan dari lingkungan sekitar korban
mendapatkan cemoohan (ejekan) orang lain dan mendapat perlakuan buruk lain dari

masyarakat.

9 Kartini Kartono, Patologi Sosial. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him 76.
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Oleh karena itu, niat untuk memperdagangkan perempuan dan anak demi pemuas
seksual menjadi unsur yang penting. Tanpa niat tersebut, perdagangan perempuan dan anak
tidak termasuk dalam Pasal 297, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan
perdagangan budak, yang tercantum dalam Pasal 324.

Tindak yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1), apabila dihubungkan dengan kejahatan
prostitusi online, yang cakupan kegiatannya dilakukan di internet atau dunia maya dengan
memanfaatkan data dan dokumen elektronik, jelas memiliki pengaturan hukum yang
berbeda dibandingkan dengan delik kesusilaan dalam tindak pidana konvensional yang
tercantum dalam KUHP.

Permasalahan perdagangan wanita yang semakin kompleks saat ini dipengaruhi oleh
peran teknologi internet yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia
untuk menjaring korban. Perkembangan internet telah membuka dimensi baru dalam studi
kriminologi, khususnya terkait dengan kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau
kejahatan siber.1°

Eksploitasi seksual terhadap anak dan perempuan saat ini mencapai tingkat yang
sangat mengkhawatirkan. Dilihat dari berbagai perspektif, tindakan tersebut jelas tidak
dapat dibenarkan.Eksploitasi seksual yang dilakukan oleh mucikari terhadap anak-anak
semakin meningkat, yang menjadi perhatian serius. Anak-anak yang masih belum matang
secara emosional sangat memerlukan perlindungan dari berbagai pihak.

UU. Nomor 35 Tahun 2014 junto UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menetapkan ancaman hukuman yang cukup berat bagi pelaku perdagangan anak.
Namun, sanksi pidana dalam UU. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang cenderung lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang

10 Randy Reddick & King Eliot,"Internet untuk Wartawan, Internet untuk semua orang", Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 1996, him 47.
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terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pelanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan minimal 20 hari
dan maksimal 90 hari, atau denda dengan nominal paling sedikit Rp500 ribu hingga paling
banyak Rp30 juta.

. Upaya Penanggulangan Agar Meminimalisir Tindak Pidana Prostitusi Online Dengan
PSK Anak

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi terkini yang telah membawa

dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas manusia semakin efisien
berkat dukungan teknologi. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga dapat memicu munculnya

permasalahan baru jika disalahgunakan, seperti timbulnya kejahatan siber (cybercrime).

Salah satu bentuk cybercrime yang semakin marak adalah prostitusi online.

Munculnya layanan prostitusi online saat ini harus menjadi perhatian utama bagi
pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan serta pemblokiran terhadap
situs-situs yang memuat konten pornografi dan prostitusi. Selain upaya pelarangan,
penerapan sanksi pidana perlu diberlakukan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk
pelaku prostitusi, pekerja seks, dan pengguna jasanya. Namun, pada kenyataannya, kasus
prostitusi online masih terus terjadi, bahkan melibatkan individu berusia 33 tahun hingga
anak di bawah usia 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal
enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Indonesia juga mengatur beberapa ketentuan yang relevan untuk menindak
prostitusi, terutama yang berhubungan dengan "ketidaksenonohan." KUHP melarang

dengan sengaja menyebabkan atau mempromosikan tindakan yang tidak senonoh antara
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seorang anak dan orang dewasa. Istilah "anak di bawah umur" merujuk pada individu yang
berusia di bawah 21 tahun. Hukuman untuk tindak pidana ini bervariasi tergantung pada
tingkat keparahan dan jenis pelanggaran. Jika pelaku mengetahui atau menduga bahwa
orang yang terlibat adalah anak di bawah umur, mereka dapat dikenakan hukuman penjara
hingga empat tahun. Jika korban adalah anak sendiri, anak pasangan sah, atau anak angkat
yang masih di bawah umur, hukumannya bisa diperberat hingga satu tahun penjara. Jika
pelaku melakukan kejahatan ini sebagai bagian dari pekerjaan profesional atau kebiasaan,
hukumannya bisa ditambah hingga sepertiga dari hukuman maksimal.

Prostitusi online anak adalah bentuk penyimpangan sosial yang masih sulit diberantas
oleh pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik prostitusi online telah menjadi
sesuatu yang sulit untuk dihentikan dan sulit dilepaskan dari para pelakunya. Salah satu cara
untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan menekan laju praktik-praktik yang
berkaitan dengan prostitusi. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberantas prostitusi
online yang melibatkan anak di bawah umur, tidak hanya dengan membuat Undang-Undang
yang melarang prostitusi, tetapi juga dengan menangani praktik-propraktik prostitusi online
yang masih banyak belum teratasi secara menyeluruh. Sikap seperti ini akan membuat
hukum tampak tidak efektif atau hanya menjadi pelengkap belaka.

Dalam konteks ini, bagaimana peran pemerintah pusat dalam mengatasi dan
meminimalisir tindak pidana prostitusi online yang masih beredar di masyarakat karena
prostitusi online yang korbannya adalah anak sangat meresahkan para orang tua dan sangat

berdampak buruk untuk masa depan penerus bangsa nantinya.

Dari sudut pandang sosiologis, anak-anak yang menjadi korban prostitusi sering kali
dipandang rendah oleh masyarakat, dihina, dan dicemooh. Dari perspektif pendidikan,

prostitusi dianggap sebagai kegiatan yang merusak moral. Dari sisi kewanitaan, prostitusi
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adalah tindakan yang merendahkan martabat wanita. Secara ekonomi, prostitusi sering kali
melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Dalam hal kesehatan, prostitusi menjadi sarana
penularan penyakit kelamin dan masalah kesehatan serius lainnya. Dari aspek keamanan
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), praktik prostitusi dapat memicu kegiatan kriminal

lainnya.

Prostitusi online tidak hanya sebatas transaksi jual beli jasa seks, akan tetapi
mencakup perdagangan manusia, termasuk wanita dan anak-anak yang dijadikan budak
seks. Dengan adanya UU. Nomor 19 Tahun 2016 jo UU. Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, UU. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU.
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, dan UU. Nomor 35 Tahun 2014 jo
UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan penanganan terhadap
perdagangan manusia dapat semakin efektif. Pemerintah telah berupaya melalui berbagai
metode, seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan, untuk mengatasi dampak yang

ditimbulkan oleh bisnis prostitusi online, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Masyarakat pun juga ikut andil agar tindak pidana prostitusi terutama anak dibawah
umur dapat diatasi dan tidak terjadi lagi dilingkungan sekitar kita. Peran orang tua juga
dalam mengawasi anak mereka dalam pergaulan dan lingkungan sekitarnya agar anak
mereka tidak menjadi korban prostitusi online oleh para pelaku mucikari dan para pengguna
jasa prostitusi online. Memberi siraman rohani dan meningkatkan keimanan sang anak juga
dapat membantu anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas dan tau mana yang baik dan
mana yang buruk. Lingkungan sekolahpun juga harus diperhatikan agar anak mendapatkan
pendidikan yang baik agar anak tidak terjerumus dalam tindak kriminal dan memiliki masa

depan yang baik.
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Dampak yang timbul oleh praktik prostitusi online bisa menimbulkan berbagai
permasalahan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun lingkungan sosialnya.

Permasalahan tersebut bisa mencakup pengaruh terhadap diri korban, yaitu:

1. Mental anak yang menjadi korban prostitusi akan terganggu.
2. Merasa tersisih dari kehidupan social (disosiasi).
3. Terjadinya perubahan dalam cara pandang terhadap kehidupan. Mereka tidak lagi
memiliki visi yang jelas mengenai kehidupan dan masa depan.

4. Perubahan pada penilaian moralnya.

Upaya untuk memberantas dan mengatasi prostitusi, yang telah lama dianggap sebagai
masalah sosial, masih belum berhasil dihapuskan hingga saat ini. Penanggulangan pelacuran
ini sangat sulit, memerlukan waktu yang cukup lama, serta dana yang besar. alternatif untuk

mengatasi masalah sosial ini antara lain adalah:

1. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan prostitusi, kemiskinan harus diberantas
terlebih dahulu. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjual diri adalah
masalah ekonomi yang tidak mencukupi. Akibat kemiskinan, mereka tidak dapat
mengakses pendidikan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka
memilih untuk menjual diri.

2. Berikan sanksi hukum kepada pria yang menggunakan jasa pekerja seks, karena selama
ini hanya pihak perempuan yang selalu mendapat hukuman.

3. Menghukum para mucikari yang mempermudahkan para pengguna jasa prostitusi online.

4. Memberikan bimbingan tentang bahaya hubungan seks berganti-ganti pasangan.

5. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka

yang menjadi korban dari tindak pidana prostitusi online.
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KESIMPULAN

1. Pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak
pidana mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang
diberikan kepada mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan
memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam
penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus,
sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak
tegas pelaku serta melindungi korban anak.

2. Upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana prostitusi online yang melibatkan
PSK anak dapat dilakukan dengan menekan penyebaran praktik prostitusi. Pemerintah perlu
lebih aktif dalam memberantas prostitusi online anak, bukan hanya dengan merumuskan
Undang-Undang yang melarang prostitusi, tetapi juga dengan memastikan bahwa praktik
prostitusi online yang masih marak ditangani secara menyeluruh. Beberapa faktor yang
memengaruhi penegakan hukum antara lain: Peraturan Perundang-undangan, Aparat

Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat, serta Sosial dan Budaya Hukum.
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